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ParlemendanPerang
Melawan Korupsi

eperti di negara demokra-

S sibaru lainnya, tidak da-
pat dimungkiri DPR
menghadapi berbagai masalah
terkait korupsi. Belum baiknya
ai

Doktor ilmu politik dari Albert-
Ludwigs-Universitaet Freiburg,
Jerman

9

Anggota DPRseha-
rusnyamenyadari
bahwapemberian

hakimunitas dalam

UUMD3 tidak boleh

‘dipakaiuntuk
memberikan
Justifikasihukum
kepadaanggota
DPRagarboleh
terlibatdalam
berbagaikegiatan

good g
pemenntahan berimplikasi ju-
ga pada parlemen dan sistem
pendukungnya. Tidak heran,
banyak anggota parlemen, baik
di tingkat daerah maupun na-
sional, terjerat kasus-kasus ko-
rupsi, secara pnbach maupun

apok. I a,

di luar tekanan yang datang,

anggota parlemen sering kali
tidak berdiri sendiri karena me-

perilaku yang tidak sopan da-

lam bersidang dan terjadinya

tem penduk De-
nganbegitu, untukpegawaidan
staf parlemen dibuat pula kode
etik yang merupakan bagian
tidak terpisahkandarikode etik
parlemen. Sebab para staf be-
kerja secara permanen selama
puluhan tahun, s para

1 korupsi, kebutuh-
an membuat Kode Etik dan
memperbaiki Tata Tertib DPR
yang dibuat dalam UU tidak
terhindarkan.

tisipatif semakin bergairah di
Indonesia. Sedangkan para
anggota DPRharusbisamenca-
rijalan keluar agar mereka tidak
mudah terjerat dalam kasus-
kasus korupsi baru akibat ma-
halnya biaya pemilu. Anggota

Kemudian munculi

menyusun ketentuan pertang-
ban keuangan, lapor-

anggota DPR datang dan pergi
setiaplima tahunsekali. Karena
itu, para stafbisamenunjukkan
praktik yang baik atau buruk di
gedungparlemen.
AT

DPR harus berbenah memp
baiki diri. Walaupun kasus-ka-
sus korupsi baru ditemukan di
parlemen, bukan berarti pem-
berantasan korupsi kehilangan
semangatnya.
Realitasyangburukituseha-
rusnya dapat menimbulkan
kesadaran baru bahwa pembe-
rantasan korupsi harus dilaku-
kanlebih tegas lagi. DPR sendiri
telah menyusun kembali dan
memperbaiki Kode Etik ang-

gota parlemen dan bahkan staf

pendukungnya. Upaya ini tidak
bisa dipisahkan dariperbailéan
Tata-Tertib dan aturan penye-.
diaan fasilitas dukungan yang
seharusnya berdampak pada

paraanggotaparlemen
dan staf. Ia harus ditindaklan-
juti dengan pembuatan Tata
Beracara Badan Kehormatan
(BK) sehingga penegakan eti
dapat dilakukan..

Etika dan Integritas
Etika dan integritas terkait
erat. Etikayangmengikutipera-
turan akan menghasilkan inte-
gritas anggota parlemen. Seba-
Liknya, tanpa etika yang kons-
truktif, aktivitas anggota parle-
men rawan dari berbagai prak-
tik pelanggaran hukum, terma-
sukkorupsi,sehinggaintegritas
tidak akan muncul dalam akti-
vitasdanperilakuparapolitisidi
parlemen. Buruknya etika dan
integritas individual _anggota
en akan ilkan

‘bukan
untuk mengekang dan meng-
atur anggota parlemen ber-

perilaku seperti anak TK, me-
lainkan melindungi integritas
dan kewibawaan mereka. De-
ngan demil nantilemb

an kekayaan pada awal dan ak-
hir masa jabatan, penerimaan
hadiah, dan lainnya. Bahkan,
pimpinan BK dibawah Siswono
Yudohusodo tm

BK

gasan diberikan dukungan fask
litasi keuangan, seperti pork
barrelsystem di AS dan Filipina.
Namun, mereka lupa bahwa di
AS, pemberian dukungan fasili-
tasi keuangan semacam ini su-
dah K opulari

nya

lirkan gagasan memberikan
sanksi lebih berat bagi anggota
DPR yang terbukti melakukan

pelanggaran etika dan pidana,
T 1

seperti sering mangkir dari per-

parlemen dan kinerja para
anggotanya akan dihargai rak-
yat. Termasuk di snnl, penyu-
Sunank

legislatif yang buruk, menyum-
bang pada terciptanya demo-
krasiyangrapuh,sekadarprose-
dural, dan bermuara padanega-
ragagal.

Sebagai bagian dari upaya
serius ini, perbaikan prosedur
persidangan dan pelayanan
parlemen harus dibuat dalam
UUMD3. Sedangkan dalam ko-
de etiknya, hal-hal tampak se-
pele pun harus diatur, seperti
keharusan berpenampilan ber-
sahaja dan memberitahukan

iran dengan inas

ruskan anggota DPR d

Peran BK semakin penting,
bukan banyaknya temuan ka-
susbaru, tetapikarena dukung-
an media massa dan masyara-

karena sangat berisiko menje-
rumuskan anggota DPR dalam
praktik korupsibaru.

Tidak Konsisten

Dalam perjalanan BK terda-
pat perkembangan kontrapro-
duktif akibat terjadinya konflik
kepentingan dalam diri ang-
gota parlemen. Mereka yang
terjerat korupsi, baik sengaja

ataupun tidak, menjadi risi
it upaya pemb.
korupsi serta peran lembaga
antikorupsi (KPK) yang dilihat
dari hari ke hari kian meng-
ancam dan populer. Sementara
anggota DPR merasa semakin
dicela dan tersudut posisinya
sehingga dalam amandemen
UU MD3 telah dilakukan pula
penghapusan terhadap keten-
tuanyangsudahbaik.

Padahal ketentuan itu efektif
mencegah anggota DPR dari
jeratan korupsi baru dan telah
efektif memberantas korupsi
lama. Halinimerupakankemun-
duran besar jika pelaporan atas
anggota yang berperilaku buruk
diberikan ancaman hukuman!
Adanya ketentuan yang meng-

anggotaDPRyangdila-
porkan terlibat kasus korupsi
harus memperoleh persetujuan
BK sebelum diperiksa KPK, logis
dinilai sebagai L
pemberantasankorupsi. Semen-
tara KPK melalui perannya seba-
gailembaga pemberantasan ko-
rupsi alternatif selama ini telah

ukmengt

di model agen

tanganisendiribuktiperjalanan
dan pengeluaran mereka serta
bukan oleh para stafdan pejabat
Sekretariat Jenderal DPR Tu-
juannya menghindari penyim-
pangan dan menunjukkan
akuntabilitas anggota DPR se-
bagaipolitisiserta wakil rakyat.

Badan Kehormatan
Badan Kehonnaran (BK) se-

kasus korupsi yang melibatkan
DPR. Masyarakat mengingin-
kan DPR menyelamatkan tuju-
anreformasiyangtelahmemin-
tabanyak pengorbanan. Maka
wajar, jika BK harus turun ta-
ngan mengusut laporan yang
bersifat pribadi terkait adanya
laporan dari kerabat anggota
dan masyarakat sipil. Hal ini
memperlihatkan kontrol ma-

ilberjal

lakup linte-
gntasanggota DPR telah hadir
han baru sejak

kan alat presensi dan lain-lain.
Disanaharusdiaturbagaimana
tata tertib dalam menyampai-
kan pendapat, menggunakan

mengarahpad.
perbuatan tindak
pidanakorupsi.

danp yangdise-

diakan oleh sistem pendukung.
Dari kasus-kasus yang ter-

jadi, pelanggaran dilakukan

2004. Alasanpeml'yennnmmya
tidak atas desakan memerangi
korupsi, sebab ketika itukorup-
sibelum banyak menjerat ang-
gota DPR. Baru dalam periode
pasca-pemilu 2009, saat kasus-
kasus pelanggaran etika dan
pidanabermunculan, terutama

bagai pelaksanaan demokrasi
partisipatifyang akuntabel.
Selain itu, juga diung
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tasan korupsi di negara demo-

krasi
Sikap DPR yang tidak kon-
sisten dalam mewujudkan good
governance, pantas saja digugat
gan masyarakat sipil. Pan-
dangan sinis muncul, seakan-
akan parlemen berada satu ba-
risan bersama para pelanggar
tindakan pidana korupsi. Pan-
dangan ini harus dikoreksi, se-
bab jika tidak, citra parlemnen di
mata rakyat akan semakin sulit
diperbaiki. Anggota DPR seha-
rusnya dari bahwa pem-

perlunya ketentuan tentang
pemberian fasilitas negara ke-
pada anggota DPR yang harus
diperbaiki demi merespons
laporan kinerja anggota DPR
yangdibuatteratur oleh masya-
rakat dalam era demokrasi par-

berian hakimunitas dalam UU
MD3 tidak boleh dipakai untuk
memberikan justifikasi hukum
kepada anggota DPRagarboleh
terlibat dalam berbagai kegiat-
an mengarah pada perbuatan
tindak pidanakorupsi. ®
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